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Penghasilan dan untuk lebih memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemudahan 
penghitungan penyusutan harta berwujud dan/ atau amortisasi harta tak berwujud, 
serta selaras dengan program simplifikasi regulasi, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Keuangan tentang Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta 
Tak Berwujud. 
 

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 
Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.50, 
TLN No.3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dg UU No.7 Tahun 
2021 (LN Tahun 2021 No.246, TLN No.6736), UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 
No.166, TLN No.4916), PP No.55 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 231, TLN 
No.6836), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu No. 
118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana diubah dg. Permenkeu 
No.141/PMK.01/2021 (BN Tahun 2022 No.954). 

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau 
perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak 
guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan 
memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan 
dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta 
tersebut. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan 
pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak 
pakai, dan muhibah yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang 
dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dilakukan dalam 
bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa 
manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan  tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut 
atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat 
dilakukan secara taat asas. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 13 Juli 2023 dan diundangkan pada 

tanggal 17 Juli 2023 
- Batang Tubuh (Hal 1–23); Lampiran (Hal. 24-76) 

 


